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ABSTRAK

Maryana, Ana Guna. 2018. Analisis Yuridis Pemberlakuan Hukum Pidana
Indonesia terhadap Tindak Pidana Terorisme di Luar Wilayah Indonesia. Skripsi,
Bagian Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing I: Drs. Herry Subondo, M.Hum., Pembimbing II: Dr. Ali Masyhar,
S.H., M.H.

Kata Kunci: Tindak Pidana Terorisme, Asas Nasional Pasif, Luar Wilayah
Indonesia, Perlindungan Warga Negara, Kebijakan Hukum Pidana.

Selama ini, Undang-Undang Terorisme hanya menjangkau teritorial
Indonesia saja, padahal dalam pemberlakuan perundang-undangan pidana, dapat
juga digunakan asas lain seperti asas nasional pasif atau asas perlindungan
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP, hal ini dilakukan untuk melindungi
kepentingan negara di mana dalam kasus tersebut dilakukan di luar negeri yang
berdampak juga di Indonesia. Sebenarnya ruang lingkup dari Undang-Undang
Terorisme ini sudah mencakup asas nasional pasif, namun penerapannya belumlah
efektif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah pengaturan hukum
pidana Indonesia telah komprehensif dalam hal menanggulangi tindak pidana
terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan WNI sebagai
korbannya? 2) Bagaimanakah kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam
penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah
Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian yuridis normatif, di mana dalam proses penelitiannya dibutuhkan data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research).
Teknis analisis data melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Terorisme
Nomor 15 Tahun 2003 dapat diterapkan terhadap kasus yang melibatkan
kelompok Abu Sayyaf dengan WNI sebagai korban yang berlandaskan pada Pasal
4 huruf a dan e Undang-Undang Terorisme. Perlu adanya kerjasama dengan pihak
Filipina dalam penanganan kasus ini misalnya dengan perjanjian bantuan timbal
balik.

Simpulan dari penelitian yaitu a) Undang-Undang Indonesia terutama
Undang-Undang Terorisme dapat diterapkan terhadap kasus yang melibatkan
kelompok Abu Sayyaf dengan WNI dengan berlandaskan pada Pasal 4 Undang-
Undang Terorisme. b) Perlu adanya kerjasama dengan pihak Filipina dalam
penanganan kasus ini misalnya dengan perjanjian bantuan timbal balik.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini kata terorisme bukanlah hal yang baru, pasalnya
terorisme sudah menjamur di benak masyarakat sebagai momok yang dapat
mengganggu kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan umat manusia.
Terorisme yang asal katanya teror merupakan suatu usaha untuk
menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang,
kelompok ataupun golongan. Para pelaku terorisme atau yang biasa dikenal
dengan teroris dalam menjalankan aksinya mereka tidak pandang bulu dan
sering kali membuat korban secara acak, sehingga banyak korban berjatuhan
yang notabene tidak berdosa dan tidak tahu menahu akan asal mula atau
tujuan dari penyebab terjadinya terorisme tersebut.

Adanya kejahatan terorisme menyebabkan terenggutnya hak asasi
manusia para korban secara khusus dan warga masyarakat secara umum.
Dikarenakan dengan adanya kejahatan terorisme ini, kehidupan dan
keamanan mereka terancam. Mereka tidak dapat menikmati kehidupannya
dengan tenang dan damai, seolah-olah terorisme menghantui mereka. Hal ini
sangatlah bertentangan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM)/Universal Declaration Human Right (UDHR) yang
berbunyi, “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan
sebagai individu” dan Pasal 6 ayat (1) ICCPR (International Convenant on
Civil and Political Right) 1999, “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup

yang melekat pada dirinya, dan tiap-tiap orang tidak boleh dirampas



kehidupannya secara sewenang-wenang”. Selain itu juga diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal
28 A vyang berbunyi, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28 G ayat (1) yang
berbunyi, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan (againts
humanity), ada pula yang mengkategorikan sebagai kejahatan luar biasa
(extra ordinary crime), sehingga terorisme mendapatkan sorotan dari
berbagai negara. Terorisme sebagai kejahatan sudah berkembang menjadi
kejahatan lintas negara yang dapat melibatkan lebih dari satu negara.
Kejahatan terorisme yang terjadi di suatu negara tidak hanya merupakan
yurisdiksi dari negara tersebut, tetapi dapat menjadi yurisdiksi internasional.
Kejahatan terorisme ini telah menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) sehingga di dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 yang
mengangkat tema The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders,
pihaknya mengecam adanya terorisme sebagai perkembangan tindak
kekerasan.

Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan
memberantas kejahatan terorisme sudah disajikan dalam berbagai konvensi-
konvensi internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang

menegaskan, bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam



perdamaian dan keamanan dunia. Lahirnya Peratuan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme yang saat ini telah ditingkatkankan menjadi
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan perwujudan Negara
Republik Indonesia dalam mendukung dan melaksanakan Resolusi PBB
tersebut. Selain itu, juga sebagai wujud dalam melaksanakan amanat dari
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang pada pokoknya berbunyi, “... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasaarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”.

Berbicara tentang terorisme, Negara Indonesia telah digegerkan
dengan adanya pembajakan kapal Indonesia yang dilakukan oleh golongan
Abu Sayyaf di Perairan Tawi-Tawi Filipina Selatan pada tanggal 26 Maret
2016 dengan menyandera 10 orang awak kapal yang kesemuanya
merupakan Warga Negara Indonesia (berita BBC online, edisi 29 Maret
2016). Adanya peristiwa ini membuat masyarakat dilanda rasa takut dan
cemas, pasalnya pembajakan-penyanderaan tersebut dilakukan oleh
kelompok militan yang dikenal berbahaya dan kejam, yang sewaktu-waktu
tidak segan untuk merampas hak hidup para tawanannya. Kelompok Abu
Sayyaf ini oleh PBB telah ditetapkan sebagai kelompok terorisme sejak
tahun 2002 = (analisisabusayyafblogspot.co.id, diakses tanggal 19 April
2017).

Dewasa ini, terorisme tidak hanya berbentuk peledakan bom yang
saat ini marak terjadi tetapi pembajakan kapal juga termasuk kategori tindak

pidana terorisme, hal ini termuat dalam Convention For The Suppression Of



Unlawful Acts Againts The Safety Of Maritime Navigation, (1988 — Applies
To Terrorist Activites On Ships) menyatakan: “... establishes a legal regime
applicable to acts againts international maritime navigation that is similar
to the regimes established againts international aviation ...” (Hiariej, 2016:
311). Konvensi tersebut juga menjelaskan mengenai definisi terorisme,
yaitu:
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.. makes it an offence for a person unlawfully and intentionally
to seize or exercise control over ship by force, threat, or
intimidation; to perform an act of violence againts a person on
board a ship if that act is likely to endanger the safe navigation of
the ship; to place a destructive device or subtance aboard a ship;
and other acts againts the safety of ship ...” (Hiariej, 2016: 312).
Menilik permasalahan di atas, untuk menyelesaikan permasalahan
tersebut Pemerintah dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2003 yang biasa disebut dengan Undang-Undang Terorisme, hal ini
diperlukan untuk melindungi warga negaranya yang menjadi korban di
negara lain. Selama ini, Undang-Undang Terorisme hanya menjangkau
teritorial Indonesia saja, padahal dalam pemberlakuan perundang-undangan
pidana, dapat juga digunakan asas lain seperti asas nasional pasif atau asas
perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP, hal ini dilakukan
untuk melindungi kepentingan negara di mana dalam kasus tersebut
dilakukan di luar negeri yang berdampak juga di Indonesia. Pemberlakuan
asas ini untuk Undang-Undang Terorisme dapat dilandaskan atas Pasal 103
KUHP yang mana digunakan sebagai ‘“Pasal Jembatan” antara KUHP
dengan Undang-Undang Khusus (undang-undang di luar KUHP).

Sebenarnya dalam Undang-Undang Terorisme ini juga mengatur mengenai

pemberlakuan Undang-Undang Terorisme ini terhadap tindak pidana
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terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan WNI sebagai
korbannya yang diatur dalam Pasal 4. Namun, dalam kenyataannya hal ini
tidaklah digunakan oleh Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan
ini. Pada kesempatan Kali ini, penulis melalui penelitian ini bermaksud
untuk mencari kepastian hukum dari adanya Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 tersebut yang lebih tepatnya dari pemberlakuan Pasal 4-nya.
Negara Indonesia dapat menjerat para pelaku terorisme dengan
menggunakan Undang-Undang Terorisme ini, selain adanya alasan tersebut
di atas, kejahatan terorisme sudah menjadi kejahatan dengan lingkup
internasional, sehingga dapat memungkinkan negara-negara lain yang di
luar wilayah tersebut dapat menangkap, menahan, dan mengadili para
pelaku dengan alasan kemanusiaan dan kedamaian dunia.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis
mengidentifikasikan berbagai permasalahan sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia sebagai korban pembajakan kapal di perairan
negara lain.

2. Pembajakan kapal termasuk salah satu kejahatan terorisme.

3. Pemberlakuan undang-undang pidana Indonesia dalam melindungi

Warga Negara Indonesia diluar negeri dalam kasus tindak pidana

terorisme.

4. Kebijakan tindak pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana

terorisme di luar negeri dalam upaya perlindungan.



1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk
mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut.
Pembatasan masalah tersebut antara lain:

1. Pengaturan hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi tindak
pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan WNI
sebagai korbannya.

2. Kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam penanggulangan tindak

pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.
1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan hukum pidana Indonesia telah komprehensif dalam
hal menanggulangi tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar
wilayah Indonesia dengan WNI sebagai korbannya?

2. Bagaimanakah kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam
penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah

Indonesia?
1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian

ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang kekomprehensifan
hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana terorisme

di luar wilayah Indonesia dengan WNI sebagai korbannya.



2. Untuk mendeskripsikan kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam
penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah

Indonesia.
1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini untuk mengembangkan IImu Hukum
Pidana, khususnya Hukum Pidana Khusus Terorisme dalam
pemberlakuan dan penegakan Hukum Pidana Indonesia terhadap Tindak
Pidana Terorisme di luar wilayah Indonesia.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Akademis
Melalui penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat
digunakan sebagai bahan pembelajaran dan referensi dalam
pendidikan IImu Hukum.
b. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan Pemerintah
dan Aparat Penegak Hukum untuk mengembangkan pemberantasan

tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1

2.1.2

Ewit Soetriadi, S.H. (Tesis)

Penelitian yang dilakukan oleh Ewit Soetriadi, S.H. mahasiswa
Program Magister Illmu Hukum Universitas Diponegoro dalam Tesisnya
yang berjudul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
dengan Hukum Pidana” tahun 2008. Pada penelitian tesis tersebut, fokus
penelitiannya mengenai kajian kebijakan legislatif atau formulasi mengenai
tindak pidana terorisme, masalah pertanggungjawaban pidana dan sistem
pemidanaannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, serta
membahas penanggulangan tindak pidana terorisme pada saat ini dan masa
yang akan datang. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas tentang
pengaturan hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana
terorisme yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dengan WNI sebagai
korbannya dan kebijakan yang seharusnya  dilakukan dalam
penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar wilayah
Indonesia.

Einstein M. Yehosua (Jurnal)

Penelitian yang dilakukan Einstein M. Yehosua, Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dalam Jurnal llmu

Hukum Lex Crimen Volume |, Nomor 4 Edisi Oktober-Desember 2012



yang berjudul “Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003”. Jurnal tersebut fokus
penelitiannya adalah untuk mengetahui kewenangan lembaga-lembaga
Negara yang khusus menangani kasus tindak pidana terorisme di Indonesia
dan prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia.
Sedangkan dalam skripsi ini, membahas tentang pengaturan hukum pidana
Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang dilakukan di
luar wilayah Indonesia dengan WNI sebagai korbannya dan kebijakan yang
seharusnnya dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme
yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Asas-Asas Berlakunya Perundang-Undangan Hukum Pidana

Asas-asas berlakunya perundang-undangan hukum pidana dapat
ditinjau dari dua segi, yaitu waktu terjadinya delik (tempus delicti) dan
tempat terjadinya delik (locus delicti). Mengenai asas berlakunya
perundang-undangan menurut tempus delicti ini diatur dalam Pasal 1 ayat
(1) KUHP dan biasanya dikenal dengan asas legalitis. Sedangkan asas
berlakunya perundang-undangan menurut locus delicti dapat dilihat dalam
Pasal 2 — Pasal 9 KUHP. Berkaitan dengan judul penelitian yang akan
penulis: teliti, maka penulis lebih berfokus pada asas-asas berlakunya
perundang-undangan hukum pidana menurut locus delicti yang akan

diuraikan sebagai berikut:
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2.2.1.1 Asas Teritorial

Secara eksplisit asas teritorial dalam konteks hukum pidana
Indonesia dirumuskan dalam Pasal 2 KUHP, “Aturan pidana dalam
perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang
melakukan perbuatan pidana di Indonesia”. Bertumpu pada ketentuan ini
maka asas teritorial dapat diartikan bahwa perundang-undangan hukum
pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di suatu negara
tertentu, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh warga
negara asing. Asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di
dalam wilayah negara, mengenai siapa yang melakukan delik tersebut
bukanlah menjadi hal yang penting.

Asas ini diperluas dengan ketentuan Pasal 3 KUHP yang
berbunyi, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia
berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia yang melakukan
tindak pidana di dalam kapal ataupun pesawat udara Indonesia”. Namun,
dengan adanya Pasal 3 KUHP ini jangan disalahartikan semata-mata
bahwa kapal atau pesawat udara Indonesia merupakan wilayah dari
negara Indonesia karena dapat merusak pengertian asas teritorial itu
sendiri. Tujuan dari Pasal 3 KUHP ini adalah agar perbuatan pidana yang
terjadi di atas kapal atau pesawat udara itu ada yang mengadili.

2.2.1.2 Asas Nasional Aktif (Personalitas)

Asas nasional aktif disebut juga asas personalitas yang berarti

ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia

yang melakukan tindak pidana di dalam maupun di luar wilayah
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Indonesia. Titik pokok dari asas ini yaitu ketentuan pidana Indonesia
mengikuti Warga Negara Indonesia di manapun mereka berada. Asas ini
dilandaskan pada Pasal 5 KUHP, yang berbunyi:

Pengaturan perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi

Warga Negara Indonesia di luar Indonesia melakukan:

a) Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab | dan Bab Il KUHP,
yaitu kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil
Presiden, penghasutan, penyebaran surat-surat yang
mengandung penghasutan, membuat tidak cakap untuk dinas
militer, bigami, dan perampokan;

b) Perbuatan yang menurut perundang-undangan di Indonesia
termasuk kejahatan dan menurut ketentuan di negara itu
dapat dipidana.

2.2.1.3 Asas Nasional Pasif (Perlindungan)

Pemberlakuan perundang-undangan hukum pidana menurut tempat
(locus delicti) yang ketiga yaitu asas nasional pasif atau asas
perlindungan. Asas ini pada prinsipnya adalah melindungi kepentingan
negara di mana aturan-aturan hukum nasional dapat diberlakukan di luar
wilayah negara Indonesia dengan warga negara asing yang melakukan
tindak pidana terhadap warga negara Indonesia. Menurut Eddy O.S
Hiariej (2016: 306-307), “asas nasional pasif didasarkan pada prinsip
interest reipublicae quod homies conserventur yang berarti kepentingan
suatu negara agar warga negaranya dilindungi”. Namun tidak semua
kepentingan itu dilindungi, hanya beberapa kepentingan suatu negara
yang dilindungi, seperti:

a) Keamanan negara dan keagungan kepala negara;
b) Pemalsuan mata uang kertas Indonesia atau segel-segel dan merek-

merek yang dikeluarkan atau digunakan oleh Negara Indonesia;
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c) Surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang yang
dikeluarkan oleh negara Indonesia, dan
d) Kejahatan yang berkaitan dengan pelayaran, baik dilakukan
terhadap kapal laut ataupun kapal terbang.
2.2.1.4 Asas Universal

Asas keempat yaitu asas universal, asas ini berprinsip untuk
melindungi kepentingan internasional tidak terbatas lagi dalam
kepentingan nasional dari negara tertentu. Asas universal terkait dengan
delicta jure gentium atau kejahatan terhadap masyarakat internasional,
yaitu “perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi
semua orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana
internasional” (Hiariej, 2016: 312).

Pemberlakuan asas universal ini bertujuan agar para pelaku tindak
pidana internasional tidak dapat lolos dari jeratan pidana, sehingga setiap
negara dapat menangkap, mengadili, dan menjatuhkan hukuman terhadap
pelaku kejahatan tersebut. Asas ini berlaku terbatas pada kejahatan
internasional bukan pada kejahatan transnasional.

Menurut M. Cherif Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S
Hiariej (2016: 313), “kejahatan internasional adalah setiap tindakan yang
diterapkan di dalam konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah
negara dan di dalamnya terdapat salah satu dari kesepuluh karakteristik
pidana”. Sedangkan kejahatan transnasional (lintas negara) adalah

kejahatan terorganisasi yang terjadi lintas perbatasan negara dan
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melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja dilebih dari satu negara
untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal.
2.2.2 Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Keberadaan terorisme dalam dunia internasional merupakan sebuah
ancaman yang membutuhkan upaya penanggulangan agar kejahatannya
tersebut dapat dihilangkan dari muka bumi ini. Mengingat terorisme
merupakan extra ordinary crime sehingga diperlukanlah extra ordinary
measure, yang dalam hal ini membutuhkan kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu cara
penal dan non-penal. Kebijakan penal lebih menekankan pada
pemberantasan suatu kejahatan atau upaya represif, sedangkan kebijakan
non-penal lebih menekankan pada pencegahan sebelum adanya kejahatan
atau upaya preventif. Namun tidak dipungkiri bahwa dari keduanya tidak
dapat berdiri sendiri-sendiri demi mencapai Ssebuah tujuan yang
diharapkan dari adanya kebijakan sosial itu sendiri.

Dalam kebijakan kriminal dengan jalur penal (penal policy),
orang akan bersentuhan dengan kriminalisasi (criminalization),
yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat
melawan hukum (actus reus), pertanggungjawaban pidana (mens
rea), maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana
(punishment) maupun tindakan (treatment) (Masyhar, 2009: 13).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan
penal dapat dioperasionalkan melalui tiga tahap, yaitu:

1) Tahap kebijakan formulatif, yaitu penetapan atau perumusan hukum

pidana oleh pembuat undang-undang, atau disebut juga tahap

penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang;
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2) Tahap kebijakan aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan;
dan

3) Tahap kebijakan eksekutif, yaitu pelaksanaan pidana oleh aparat

pelaksana/eksekusi pidana.
2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Locus Delicti

Saat terjadi suatu tindak pidana sangatlah penting untuk
menentukan tempat terjadinya suatu tindak pidana (locus delicti), hal ini
diperlukan untuk menentukan hukum pidana mana yang akan digunakan
menyelesaikan suatu kasus atau untuk menentukan pengadilan mana yang
berwenang secara relatif untuk mengadili kasus tersebut. Ada beberapa
teori yang dapat digunakan untuk menentukan locus delicti suatu tindak
pidana. Menurut Sudarto (1990: 37), dalam menentukan locus delicti
terdapat 3 (tiga) teori, antara lain:

1) Teori perbuatan materiil (perbuatan jasmaniah), tempat tindak
pidana ditentukan oleh perbuatan jasmaniah yang dilakukan
oleh si pembuat dalam mewujudkan tindak pidana. Teori ini
biasanya diterapkan pada delik formil yang menitikberatkan
pada perbuatan. Sedangkan delik materiil apabila dalam
menentukan locus delicti dengan menggunakan teori ini dapat
mengakibatkan celah hukum.

2) Teori instrumen (alat), dalam teori ini, tempat terjadinya delik
adalah tempat  bekerjanya alat yang digunakan si pembuat
dalam mewujudkan deliknya.

3) Teori akibat, ukuran untuk locus delicti dalam teori ini adalah
tempat terjadinya akibat di dalam delik. Teori ini biasanya
diterapkan pada delik materiil.
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Sedangkan menurut Moeljatno (2008: 86), ada 2 (dua) aliran
tentang locus delicti, yaitu:

1) Aliran yang menentukan di suatu tempat, yaitu tempat di mana
terdakwa berbuat.

2) Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin
tempat kelakuan dan mungkin pula tempat akibat. Untuk locus
delicti dapat memilih tempat antara di mana perbuatan akibat
dari perbuatan itu terjadi.

Berkaitan dengan penjelasan dari Moeljatno tersebut di atas, Eddy
O.S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul “Prinsip-Prinsip Hukum
Pidana” memberikan penjabaran terhadap kedua aliran tersebut, yaitu
“aliran pertama terdiri dari dua teori, yaitu teori tentang tempat terjadinya
delik (leer der lichamelijk daad) dan teori instrumen (leer van instrument).
Sedangkan aliran kedua terdapat teori akibat dari terjadinya delik”.
Menurut Eddy O.S Hiariej (2016: 299), “teori instrumen merupakan
perluasan dari teori perbuatan, yang mana dalam teori ini (instrumen) biasa
digunakan untuk delik yang modus operandinya canggih atau terjadi pada
lintas batas, misalnya cybercrime”.
Yurisdiksi Kriminal

Di dalam hukum internasional sering kali terjadi peristiwa-peristiwa
hukum antara dua negara atau lebih yang terjadi baik di dalam dan atau di
luar ‘wilayah negaranya. Oleh karenanya negara diberikan hak,
kewenangan, atau kekhususan untuk memberlakukan hukum nasionalnya
terhadap objek hukum baik yang ada atau terjadi di dalam dan atau di luar
batas-batas wilayahnya selama negara tersebut memiliki andil dalam hal

itu, lalu secara hukum internasional hal ini disebut dengan yurisdiksi

negara.
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Apabila terjadi peristiwa hukum pidana yang terjadi di dalamm dan
atau di luar batas-batas wilayah suatu negara, sepanjang ada kepentingan
dari negara itu atau warga negara atau badan-badan hukum nasionalnya
yang harus dilindungi oleh negara yang bersangkutan, maka negara tersebut
memiliki yurisdiksinya. Yurisdiksi negara terhadap peristiwa-peristiwa
hukum pidana itu disebut yurisdiksi kriminal. Adapun beberapa yurisdiksi
kriminal sebagai berikut:

2.3.2.1 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Tempat Terjadinya Kejahatan
2.3.2.1.1 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Teritorial

Yurisdiksi kriminal berdasarkan asas teritorial merupakan hak,
kekuasaan, atau kewenangan suatu negara untuk:

a. Membuat peraturan perundang-undangan pidana nasional
untuk diberlakukan di dalam wilayahnya;

b. Menerapkan peraturan  perundang-undangan pidana
nasional terhadap WNI atau WNA dan atau badan-badan
hukum yang berada di dalam wilayahnya;

c. Memaksakan peraturan perundang-undangan pidana
nasional terhadap pelaku tindak pidana dengan
mengadilinya di hadapan pengadilan nasional (Widyawati,
2014: 168).

Yurisdiksi ini bersifat penuh, yang berarti negara memiliki
yurisdiksi atas segala macam kejahatan yang terjadi di dalam wilayah
negaranya. Hal ini disebabkan karena di dalam batas-batas wilayahnya
itulah negara sepenuhnya memiliki kedaulatan teritorial (teritorial
sovereignity). Yang dimaksud dengan “wilayah” dalam hal ini adalah
wilayah negara dalam lingkup hukum internasional, yaitu:

a. Wilayah daratan dan tanah di bawahnya sampai pada kedalaman

yang tidak atau belum ditentukan batas-batasnya kedalamannya,
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b. Wilayah perairan, bagian perairan yang diukur dari garis pangkal
atau garis pangkal kepulauan ke arah luar, sampai pada jarak
tertentu. Dalam hal ini juga termasuk dasar laut dan tanah di bawah
wilayah perairan tersebut sampai kedalaman yang hingga Kini
belum ditentukan batas kedalamannya,

c. Wilayah ruang udara yang di atas daratan dan perairan.

2.3.2.1.2 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Ekstra-Teritorial
Yurisdiksi ini berdasarkan pada terjadinya kejahatan di suatu
tempat di luar wilayah suatu negara. Suatu negara memiliki yurisdiksi
atas kejahatan yang terjadi di suatu tempat yang bukan merupakan
wilayah dari suatu negara manapun, misalnya laut lepas, di suatu tempat
di landas kontinen atau di zona ekonomi eksklusif, di ruang udara
bebas. Jadi yang ditekankan di sini adalah tempat terjadinya kejahatan
tersebut, yakni di suatu tempat yang bukan merupakan wilayah dari
suatu negara manapun, bukan pada korbanya ataupun pada
kewarganegaraan si pelakunya.
2.3.2.2 Yurisdiksi  Kriminal berdasarkan Kewarganegaraan dari Pelaku
Kejahatan
2.3.2.2.1 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Kewarganegaraan Aktif
Yurisdiksi_ini didasarkan atas siapa yang menjadi pelaku
kejahatan dan di mana tempat kejahatan itu dilakukan, serta adanya
kepentingan dari negara yang bersangkutan untuk membuat,
melaksanakan, dan memaksakan peraturan perundang-undangan pidana

nasionalnya. Korbannya sendiri bisa warga negaranya sendiri atau
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orang asing yang berada di dalam wilayahnya ataupun harta benda
milik pihak asing yang ada di dalam wilayahnya. Untuk tempat
dilakukannya kejahatan berada di wilayah negara lain. Tegasnya dalam
yurisdiksi inii yaitu negara yang bersangkutan berkepentingan untuk
melindungi warga negaranya yang telah menjadi korban dari kejahatan
dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara
tersebut.
2.3.2.2.2 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Kewarganegaraan Pasif
Yurisdiksi ini yang menjadi titik beratnya adalah si pelaku
merupakan warga negara asing melakukan kejahatan terhadap warga
negaranya (korban merupakan warga negaranya) yang dilakukan di luar
wilayah negaranya (negara lain). Dalam hal ini negara yang
bersangkutan berkepentingan untuk membuat, melaksanakan, dan atau
memaksakan undang-undang pidananya terhadap si pelaku semata-mata
untuk melindungi kepentingan warga negaranya yang menjadi korban
kejahatan tersebut.
2.3.2.3 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Kepentingan Negara
Yurisdiksi ini menitikberatkan pada kepentingan yang harus
dilindungi, yaitu kepentingan negara sebagai subyek hukum dari
perbuatan kejahatan yang dilakukan di wilayah negara lain yang
ditujukan terhadap keamanan, ketertiban, integritas, kemerdekaan atau
kepentingan umum negara tersebut. Alasan dari diterapkannya yurisdiksi

ini yaitu:
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1) Akibat kejahatan tersebut sangat besar bagi negara yang menjadi
korban,
2) Bila yurisdiksi tidak dijalankan, maka kejahatan tersebut besar
kemungkinan akan lolos dari tuntutan hukum karena:
a) Tidak melanggar hukum dari negara pelaku tersebut, atau
b) Penyerahan ekstradisi ditolak karena kejahatan tersebut bersifat
politik.
2.3.2.4 Yurisdiksi Kriminal berdasarkan Asas Universal
Yurisdiksi  universal  merupakan  suatu  aturan  yang
memungkinkan pengadilan-pengadilan di suatu negara untuk mengadili
mereka yang dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan tertentu
seperti extra ordinary crime. Dalam hal ini ditentukan bahwa
kewarganegaraan dari pelaku ataupun korban serta tempat terjadinya
kejahatan bukanlah suatu hal yang penting, sehingga hal tersebut tidak
menjadi tolak ukur di mana dan kapan suatu peradilan dapat dilakukan.
Sebenarnya konsep yurisdiksi universal berusaha membantu atau
menggantikan kemungkinan kegagalan suatu negara dalam memberantas
kejahatan berat berkaitan dengan keterbatasan teritorialnya.
2.3.3 Tindak Pidana Terorisme
2.3.3.1 Pengertian Terorisme
Sebelum berbicara lebih jauh terkait terorisme diperlukan
pengenalan terlabih dahulu. Namun, hingga saat ini sebenarnya masih
banyak perdebatan sana sini atau bisa dikatakan bahwa belum ada definisi

yang dapat diterima secara universal, belum ada kesepakatan bersama
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dalam pemberian definisi terkait terorisme ini. M. Cherif Bassioni,
seorang ahli hukum pidana internasional, bahwa tidak mudah untuk
mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara
universal, sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme
tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hikmahanto Juwana
(Mahrus Ali, 2012: 1), “terorisme sulit didefinisikan meskipun secara
faktual dapat dirasakan dan dapat dilihat adanya karakteristik tertentu dari
terorisme. Meskipun demikian, tidak membuat kejahatan terorisme lepas
dari jangkauan hukum”.
Istilah “terorisme” mulai digunakan pada akhir abad ke-18, yaitu
untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah
guna menjamin ketaatan rakyatnya. Bahkan di Perancis setelah
adanya Revolusi Perancis, didirikanlah “Republik Terreur” di
bawah pimpinan Robespiere, yang kemudian akhirnya di
Guelletine oleh rakyatnya sendiri, karena lama kelamaan ia
dianggap menindas. Di sini, yang dimaksud dengan terorisme
lebih  menjurus kepada penindasan yang dilakukan oleh
pemimpin kepada rakyatnya, yang mana dengan menggunakan
aksi tersebut dapat memberikan kekuatan penuh karena rakyat
tunduk sepenuhnya kepada pemimpin mereka (Masyhar, 2008:
126).

Secara etimologis, terorisme terdiri dari dua kata, yaitu “teror”
dan “isme”. Kata “teror” memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan, dan
kengerian, sedangkan kata “isme” berarti suatu paham. Ada juga yang
mengatakan bahwa terorisme berasal dari bahasa Latin, yaitu “terrere”
yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan.

Berdasarkan Black’s Law Dictionary, terorisme didefinisikan
sebagai “the use or threat of violance to intimidate or cause panic;

especially as a mean of affecting political conduct” (Bryan A. Garner

(ed), 1999: 1484). Dalam Webster’'s New School and Olffice Dictionary
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olen Noah Webster, A Fawcett Crest Book (Mardenis, 2013: 85),
menyebutkan bahwa “teror sebagai kata benda berarti: extreme afear,
ketakutan yang amat sangat, one who exites extreme afear, atau seseorang
yang gelisah dalam ketakutan yang amat sangat. The ability to cause such
afear, kemampuan menimbulkan ketakutan”.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English
mengartikan kata “teror sebagai great fear; “terrorism”diartikan sebagai
use of violance and intimidation; dan “terrorist” diartikan dengan
supporter of terrorism atau participant in terrorism” (Masyhar, 2008:
126).

Muhammad Mustofa mendefinisikan terorisme adalah tindakan
kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak
(tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada
kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal.
Sedangkan menurut A.C. Manulang memberikan batasan tentang
terorisme yaitu suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain,
dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis
serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan
pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi
fanatisme (sumber artikel online wikipedia-definisi terorisme, diakses
pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 10.09 WIB).

Mardenis dalam bukunya yang berjudul ‘“Pemberantasan
Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia”,

merumuskan terorisme yakni:
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Setiap orang, kelompok orang, bangsa atau negara yang
membuat keputusan baik berdasarkan ideologi tertentu atau
tidak, dan orang, kelompok orang, bangsa atau negara tersebut
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk
mewujudkan tujuannya.

Lebih lanjut Kent Leyne Oots (Masyhar, 2009: 43), mengatakan
bahwa terorisme adalah:

1) sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk
menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi

atau meterial; 2) sebuah metode pemaksaan tingkah laku

pihak lain; 3) sebuah tindakan kriminal bertendensi publisitas;

4) tindakan kriminal bertujuan politis; 5) kekerasan

bermotifkan politis, dan 6)sebuah aksi kriminal guna meraih

tujuan politis atau ekonomis.

Jika melihat definisi terorisme di atas terdapat ketidakseragaman
satu sama lain, tetapi dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan,
bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang
ataupun sekelompok orang secara sistematis, terencana, menyebabkan
ketakutan secara massal, korban random, hal ini dilakukan demi
tercapainya suatu tujuan tertentu.

2.3.3.1 Bentuk-Bentuk Terorisme

Ada beberapa pendapat dan versi terkait dengan bentuk-bentuk
terorisme, salah satunya yang dirumuskan oleh National Advisory
Committee dalam The Report of the Task Force on Disorders and
Terrorism sebagaimana dikutip olen Muladi, membagi terorisme dalam
lima tipologi:

1) Terorisme Politik, mencakup perilaku kriminal yang
dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk
menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat;

2) Terorisme Nonpolitik, dilakukan untuk tujuan-tujuan

keuntungan  pribadi, termasuk aktivitas kejahatan
terorganisasi;
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3) Quasi Terorisme, menggambarkan aktivitas yang bersifat
insidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang
bentuk dan caranya menyerupai terorisme tetapi tidak
mempunyai unsur esensialnya;

4) Terorisme Politik Terbatas, menunjuk kepada perbuatan
terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik,
tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama
untuk menguasai pengendalian negara;

5) Terorisme pejabat atau negara (official or state terrorism),
terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas
penindasan (Masyhar, 2009: 47-48).

Bila dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya terorisme,

maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Political terrorism, yaitu suatu terorisme yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang yang sistematik, menggunakan
pola-pola kekerasan, intimidasi, dan ditujukan terutama untuk
menumbuhkan ketakutan dalam suatu masyarakat demi mencapai
tujuan-tujuan yang bersifat politik;

Criminal terrorism, terorisme yang diarahkan untuk tujuan-tujuan
politik, tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan suatu kelompok
atau komunitas tertentu dalam memperjuangkan tujuan kelompok atau
organisasinya, misalnya kelompok yang bermotif ideologi, agama,
aliran atau paham tertentu;

State terrorism, yaitu kegiatan terorisme yang disponsori oleh negara
atau dilakukan atas nama negara yang berupa aksi teror yang
dilakukan oleh negara terhadap individu atau kelompok masyarakat

tertentu ataupun terhadap bangsa-bangsa atau negara-negara tertentu.
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Paul Wilkinson (dalam Mahrus Ali, 2012: 12) juga memberikan

pendapatnya terkait bentuk-bentuk terorisme yang dapat dilihat dalam

tabel di bawah ini:

Tipe

Tujuan

Ciri-ciri

Terorisme
epifenomal (teror
dari bawah)

Tanpa tujuan khusus,

suatu hasil sampingan

kekerasan horizontal
berskala besar

Tak terencana secara rapi,
terjadi dalam konteks
perjuangan yang sengit

Terorisme
revolusioner

Revolusi atau
perubahan radikal atas
sistem yang ada

Selalu merupakan fenomena
kelompok, struktur
kepemimpinan, program,
ideologi, konspirasi, elemen
paramiliter

Terorisme
subrevolusioner

Motif politik,
menekan pemerintah
untuk mengubah
kebijakan atau hukum,
perang politis dengan
kelompok rival,
menyingkirkan pejabat
tertentu

Dilakukan oleh kelompok
kecil, bisa individu, sulit
diprediksi, kadang sulit

dibedakan apakah
psikopatologi atau kriminal

(teror dari
atas/tetorisme
negara)

Terorisme represif

(oposisi) yang tidak
dikehendaki oleh
kelompok penindas
(rezim
otoriter/totaliter)
dengan cara likuidasi

Ada aparat teror, polisi
rahasia, teknik
penganiayaan, penyebaran
rasa curiga di kalangan
rakyat, wahana untuk
paranoia pemimpin

Tabel 2.1

2.3.3.1 Konvensi-Konvensi Internasional yang Mengatur terorisme

Terorisme merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, dimana

dalam penanganannya juga diperlukan solusi yang luar biasa pula. Di

dunia internasional, terorisme telah dikecam oleh berbagai negara,

sehingga tidak sedikit dari negara-negara tersebut membuat peraturan

yang dapat memberantas kejahatan terorisme ini. Ada berbagai konvensi-

konvensi regional maupun internasional yang mengatur mengenai tindak

pidana terorisme ini, antara lain (Dayan, 2015: 92-93):
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No.

Nama Konvensi

Disahkan/Ditandatangi

International  Civil  Aviation
Organization, Convention on
Offences and Certain Otber Act
Commited on Board Aircraft.

Ditandatangani  di  Tokyo
tanggal 14 September 1963 dan
mulai  berlaku tanggal 4
Desember 1969.

International ~ Civil  Aviation
Organization, Convention for the
Suppression of Unlawful Seizure
of Aircraft.

Ditandatangani  di  Hague
tanggal 16 Desember 1970 dan
mulai  berlaku tanggal 14
Oktober 1971.

International ~ Civil ~ Aviation
Organization, Convention for the
Suppression of Unlawful Act
against the Safety of Civil
Aviation.

Ditandatangani di  Montreal
tanggal 23 September 1971 dan
mulai  berlaku tanggal 26
Januari 1973.

United Nation, Convention on the
Prevention and Punishment of
Crimen against Internationally
Protected Persons, in cluding
Diplomatic Agents.

Diterima oleh Majelis Umum
Pidana dengan Resolusi 3166
(XXVIII) tanggal 14 Desember
1973 dan mulai berlaku tanggal
12 Februari 1977.

United Nation, International
Convention against the Taking of
Hostages.

Diterima oleh Majelis Umum
dengan Resolusi 34/46 tanggal
17 Desember 1979 dan mulai
berlaku tanggal 13 Juni 1983.

International  Atomic  Energy
Agency, Convention on the TI,
bea Physical Protection of
Nuclear Material.

Ditandatangani diulang Vienna
dan New York tanggal 3 Maret
1980. Disetujui di Vienna
tanggal 26 Oktober 1979 dan
mulai  berlaku tanggal 8
Februari 1987.

International ~ Civil  Aviation
Organization, Protocol for the
Suppression of Unlawful Acts of
Violance at Airports Serving
International  Civil  Aviation.
Tambahan untuk Convention for
the Suppression of Unlawful Act
againts the Safety of Civil
Aviation.

Ditandatangani di  Montreal
tanggal 24 Februari 1988 dan
mulai  berlaku tanggal 6
Agustus 19809.

International Maritime
Organization, Convention for the
Suppression of Unlawful Acts
against the Safety of Maritime
Navigation.

Diterima di Roma tanggal 10
Maret 1988 dan mulai berlaku
tanggal 1 Maret 1992.

International Maritime
Organization, Protocol for the
Suppression of Unlawful Acts
Againts the Safety of Fixed
Platforms Located on the

Diterima di Roma tanggal 10
Maret 1988 dan mulai berlaku
tanggal 1 Maret 1992.
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Continental Shelf.

10.

International ~ Civil  Aviation
Organization, Convention on the
Marketing of Plastic Explosives
for the Purpose of Detection.

Dibuat di Montreal tanggal 1
Maret 1991 dan mulai berlaku
tanggal 21 Juni 1998.

11.

United Nations, International
Convention for the Suppression of
Terrorist Bombing.

Diterima oleh Majelis Umum
dengan Resolusi 52/164
tanggal 15 Desember 1997 dan
mulai berlaku tanggal 23 Mei
2001.

12.

United Nations, International
Convention on the Suppression of
Financing of Terrorism.

Diterima oleh Majelis Umum
dengan Resolusi 54/109
tanggal 9 Desember 1999 dan
mulai berlaku tanggal 10 April
2002,

13.

League of Arab States, Arab
Convention on the Suppression of
Terrorism.

Ditandatangani di Kairo
tanggal 22 April 1998 dan
mulai berlaku 7 Mei 1999.

14.

Organization of the Islamic
Conference, Convention on
Combating International
Terrorism.

Diterima di  Quagadoudou
tanggal 1 Juli 1999 dan belum
berlaku.

15.

Council of Europe, European
Convention on the Suppression of
Terrorism.

Mulai ditandatangani di
Strasbourg Perancis tanggal 27
Januari 1977 dan mulai berlaku
tanggal 4 Agustus 1978.

16.

Organization of American States,
Convention to Prevent and
Punish the Acts of Terrorism
Taking the Form of Crimes
against persons and Related
Exortion that are of International
Significance.

Ditandatangani di Wangshiton
tanggal 2 Februari 1971 dan
mulai berlaku 16 Oktober
1973.

17.

African Union (formerly
Organization of African Unity),
Convention on the Prevention
and Combating of Terrorism.

Diterima di Algies tanggal 14
Juli 1999 tetapi belum berlaku.

18.

South  Asian Association  for
Regional Cooperation, Regional
Convention on Suppression of
Terrorism.

Ditandatangani di Kathmandu
tanggal 4 November 1987 dan
mulai  berlaku tanggal 22
Agustus 1988.

19.

Commonwealth of Independent
States, Treaty on Cooperation
among the States Members of the
Commonwealth of Independent
States in Combating Terrorism.

Diterima di Minsk tanggal 4
Juni 1999.

Tabel 2.2




2.4 Kerangka Berfikir

Kasus Pembajakan Kapal Indonesia oleh Kelompok

Abu Sayyaf di perairan Tawi-Tawi Filipina

l

Tindak Pidana Terorisme

Asas-asas Pemberlakuan

Hukum Pidana Indonesia

Asas Nasional Pasif

(Perlindungan)

|

Tidak Ada

2003 tentang Penetapan Perppu

Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme v

Tahun 2002 menjadi Undang-Undang

jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun KUHP

Nomor 1

v

Formulasi yang Seharusnya
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta
pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis
menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Pengaturan Hukum Pidana Indonesia terhadap Tindak Pidana Terorisme
di Luar Wilayah Indonesia
Tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf
terhadap warga negara Indonesia di Laut Tawi-Tawi, Filipina yang
berupa penyanderaan dan pembajakan kapal dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana terorisme dan karenanya kelompok Abu Sayyaf dapat
dipidana dengan Pasal 6 Undang-Undang Terorisme yang pemberlakuan
undang-undang tersebut berdasarkan pada asas nasional pasif yang diatur
dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Terorisme. Alasan penerapan
kedua pasal tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf ini
merupakan serangkaian sistematis yang menimbulkan teror dan perbuatan
yang dilakukan oleh Abu Sayyaf tersebut bukanlah kriminal murni yang
berupa pembajakan-penyanderaan semata, namun tindakan tersebut
hanyalah sebagai perantaraan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf untuk
melancarkan aksi teror tersebut. Sehingga tepat digunakan Undang-
Undang Terorisme (Perppu Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2003) daripada KUHP.

84
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b. Kebijakan yang Seharusnya dilakukan dalam Tindak Pidana Terorisme di
Luar Wilayah Indonesia
Pemberlakukan hukum pidana dengan berlandaskan pada asas
nasional pasif dapat mempengaruhi dua yurisdiksi negara yang
bersangkutan, mengingat yurisdiksi merupakan tanda suatu negara itu
berdaulat. Dasar berlakunya asas nasional pasif telah diatur di dalam
Pasal 4 Undang-Undang Terorisme dan Pasal 5 Konsep RKUHP Tahun
2015. Formulasi kedua pasal tersebut tidak terdapat masalah dan dapat
dikatakan sudah memuaskan jika dilihat dari segi undang-undang
(materiilnya) karena keduanya memiliki perluasan makna pada intinya
tidak hanya memberikan perlindungan pada kepentingan nasional saja
melainkan juga memberikan perlindungan individu terhadap warga
negaranya. Tetapi jika dilihat dari segi teknis/operasionalnya keduanya
belum memadai karena tidak diuraikan atau dijelaskan bagaimana tindak
lanjut dari penerapan asas nasional pasif tersebut. Berlandaskan pada
ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004
yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 dapat dibuat suatu rumusan baru
sebagai langkah dalam hal mempermudah proses penyidikan, penuntutan,
dan persidangan di  pengadilan. Sehingga hal tersebut dapat
mempermudah cara kerja para aparat penegak hukum dalam menjalankan

tugasnya.
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5.2 Saran

1. Perlu dirumuskan teknis atau prosedur sebagai upaya tindak lanjut dalam
penyelesaian tindak pidana yang berlandaskan pada asas nasional pasif,
sehingga tidak menimbulkan stagnasi hukum;

2. Perlunya segera disahkan RKUHP terutama mengenai asas nasional
pasif, karena dalam rumusan pasal tersebut diatur tidak hanya
melindungi kepentingan nasional saja melainkan juga melindungi

kepentingan individu warga negara.
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